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ABSTRAK 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Repuplik 
Indonesia 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 
Repuplik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. 

Lahirnya lembaga Komisi Yudisial adalah salah satu bentuk kekecewaan 
terhadap peradilan yang tidak lagi menjunjung rasa keadilan bagi orang yang 
mencari keadilan. Terbentuknya lembaga Komisi Yudisial untuk menjadikan 
komitmen politik memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan 
kewenangan administrasi, personal, dan organisasi pengadilan dari Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dengan adanya 
Lembaga Komisi Yudisial ini mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan 
tidak memihak pada kekuasaan tertentu. Bentuk pengawasan terhadap hakim 
dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi 
Yudisial, Komisi Yudisial memiliki peran dalam pemulihan supremasi hukum 
yang mulai tidak dipercaya oleh masyarakat, salah satu wewenang Komisi 
Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan 
keluhuran serta martabat perilaku hakim. 

Berangkat dari paparan di atas maka penelitian ini mengkaji bagaimana 
Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim perspektif peradilan Islam dengan 
menganalisis UU No. 18 tahun 2011. Untuk menemukan peran Komisi Yudisial 
ini digunakan teori pengangkatan hakim dan manfaat terbuntuknya Komisi 
Yudisial dalam pangdangan hukum Islam. 

Penelitian pustaka ini mengkaji sejumlah data baik yang bersumber pada 
UU No. 18 Tahun 2011, peradilan islam, dan aturan hukum positif lainya telah 
menemukan beberapa kekurangan tentang pengawasan hakim yang dilakakukan 
oleh lembaga internal.  

Dengan menganalisis kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai dan makna 
yang terkandung dalam lembaga qadi al-qudat kedalam Komisi Yudisial untuk 
menjadikan lembaga ini sebagai ujung tombak dalam perbaikan mentalitas hakim 
yang selama ini kurang memihak bagi orang yang mencari keadilan. Komisi 
Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya dalam pengawasan putusan, 
administrasi dan kode etik hakim harus sesuai dengan peradilan Islam yang 
selama ini telah dijalankan dari mulai Rasul dan para sahabatnya, yaitu 
menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat luas. 
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KATA PENGANTAR 
 

 بسم االله ا لرحمن الرحيم
  

الحمد الله الذي ٲرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى 

باالله شهيدا. اشهد ان لا ٳله ٳلا االله واشهد ٲن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم 

 : ٲما بعد على محمد وٲله وصحبه ٲجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang 

benar dan penuh dengan nūr ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi 

keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya. 

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan 

skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga 

maupun pikiran, terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua jurusan Jinayah Siyasah 

dan Pembimbing Akademik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari 

pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan 

huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ˋ koma terbalik (di atas)ˋ ع

 Ghain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya’ Y ya ي

 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal : 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Keterangan 

َ Fathah A a 

 ِ Kasrah I i 

 ُ Dammah U u 
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b. Vokal Rangkap : 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan ya Ai a-i يَ

 Fathah dan Wau Au a-u وَ

 

Contoh : 

 ḥaula  -----  حول     kaifa  ----  كیف

 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan alif Ā a dengan garis di atas اَ

 Fathah dan ya Ā a dengan garis di atas يَ

 Kasrah dan ya Ī i dengan garis di atas يٍ

 Dammah dan wau Ū u dengan garis di atas وُ

 

Contoh : 

 qīla ----  قیل         qāla ----  قال  

ىرم   ---- ramā         یقول  ---- 

yaqūlu 

 

3. Tā’ Marbūṭah 

a. Transliterasi ta’ marbūṭah hidup adalah "t". 

b. Transliterasi ta’ marbūṭah mati adalah "h". 
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c. Jika ta’ marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang  "ال "  ("al-

"), dan bacaannya terpisah, maka ta’ marbūṭah tersebut ditransliterasikan 

dengan "h". 

Contoh : 

 rauḍatul aṭfāl, atau rauḍah al-aṭfāl -------  روضة الاطفال

المدینة المنورة    ------- al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah   

                               al- Munawwarah 

 Ṭalḥatu  atau Ṭalḥah     ------------   طلحة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd) 

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh : 

 nazzala ------ نزل

 al-birru ------- البر

 

5. Kata Sandang Alif + Lām 

Kata sandang alif + lām ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda 

penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah. 

Contoh : 

 al-qalamu --------  القلم

 al-syamsu ------ الشمس
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6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan 

huruf  kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh : 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl-----  ومامحمد الارسول
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia adalah Negara hukum yang 

menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Repuplik Indonesia 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-

Undang Dasar Repuplik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. 

Ide membentuk Komisi Yudisial sebenarnya sudah lama muncul, 

untuk membuat rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman tahun 1968 rencananya ingin dibentuk lembaga 

Komisi Yudisial sekarang yang mananya Majelis Pertimbangan Penelitian 

Hakim (MPPH). Tugas-tugas yang direncanakan untuk MPPH waktu itu 

adalah memberi pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan terakhir  

tentang saran-saran dan atau usul-usul pengangkatan, promosi, kepindahan, 

penberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan 

Mahkamah Agung (MA) atau juga menteri Kehakiman. Seiring dengan 

gerakan reformasi tahun 1998  ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. 

Awalnya waktu reformasi itu terjadi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI 

No.X/MPR/1998  tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka 

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Salah satu isi Tap MPR 
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tersebuat adalah pemisahan fungsi yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari 

eksekutif.1

Ide tersebuat diperhatikan oleh MPR, sehingga pada sidang tahunan 

MPR Tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 

1945, lahirlah pasal 24 B tentang Komisi Yudisial, lembaga Negara yang 

bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim  agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

 

2

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang di 

tetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui 

Keputusan Presiden Tanggal 2 Juli 2005. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 

2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucap sumpah di hadapan 

Presiden, sebagai awal mulai masa tugasnya.

 

3

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan 

merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayan masyarakat terhadap 

peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang 

demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya 

untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi 

 

                                                           
1 Buku saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik 

Indonesia, 2010), hlm. 10. 

2 Ibib., hlm. 11. 

3 www. Komisi Yudisial.com, diakses tanggal 11 Juli 2011. 



3 
 

 
 

kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan diperlakukan secara adil di 

mata hukum sesuai peraturan perundang-undangan. 

Banyaknya penyalahgunaan dan wewenang dalam peradilan 

sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh banyak faktor dan 

terutama adalah kurang efektifnya  pengawasan internal (fungsional) yang ada 

di lembaga peradilan. Sehinggga tidak bisa dipungkiri, bahwa pembentukan 

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal berdasarkan pada 

lemahnya pengawasan internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia. 

Dalam hal ini, kurang efektifnya fungsi pengawasan internal dalam 

peradilan pada dasarnya disebabkan oleh 2 ( dua) faktor utama, yaitu kurang 

adilnya dalam menentukan atau menjatuhkan sanksi dan tidak adanya 

kehendak yang sungguh-sungguh dari pemimpin badan peradilan untuk 

menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga 

membuka peluang terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran 

hukum dan kode etik hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga 

yang mengawasi masalah eksternal terhadap hakim. Lembaga ini disebut 

Komisi Yudisial. 

Beberapaa waktu yang lalu banyak diberitakan dalam media massa 

tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi non aktif 

Mochtar Mohammad. Padahal JPU sebelumnya menuntut Mochtar dengan 12 

tahun penjara dan denda Rp. 300 juta rupiah. Mochtar sendiri dijerat dengan 4 

kasus yakni tuduhan suap anggota DPRD senilai Rp. 1,6 miliar rupiah, untuk 
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memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBN 2010, penyalah gunaan 

anggaran makan minum sebesar Rp. 639 juta rupiah, suap untuk mendapatkan 

piala ADIPURA tahun 2010 senilai 500 juta rupiah dan suap kepada badan 

pemeriksa keuangan (BPK) senilai 400 juta rupiah agar mendapat opini wajar 

tanpa pengecualian (WTP). Dia dibebaskan oleh pengadilan tindak pidana 

korupsi, Bandung, Jawa Barat. Karena tidak terbukti melakukan tindak pidana 

korupsi, oleh sebab itu Komisi Yudisial meneliti putusan hakim yang 

membebaskan Wali Kota Bekasi tersebut, Komisi Yudisial menduga ada 

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. 4

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan 

kontrol eksternal terhadap  perilaku hakim dan lembaga peradilan. Sedangkan 

Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan  internal atas lembaga 

 

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi kegagalan 

sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik di Indonesia. 

Situasi dan kekhawatiran tersebut akhirnya melahirkan gagasan ke arah 

pembentukan lembaga independen yang berada di luar naungan Mahkamah 

Agung, dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut dibentuklah Komisi 

Yudisial yang diharapkan menjadi eksternal auditor yang dapat mengawasi 

lembaga peradilan dan dapat menjadi pengawas bagi para hakim untuk 

mendorong terciptanya peradilan yang lebih. 

                                                           
4 Andi Saputra, Lagi, Pengadilan Tipikor Bebaskan Terdakwa Korupsi, dimuat dalam 

www.detikBandung.com., diakses tanggal 22 Oktober 2011. 

http://www.detikbandung.com/�
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peradilan. Dua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu 

mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat 

Indonesia. Hakim dalam menjalakan tugasnya harus berpedoman pada Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 

047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain mengharuskan Hakim memiliki 

perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan 

lembaga peradilan bukan hanya menjelma menjadi menara mercu suar yang 

mampu menyoroti beragam aspek kehidupan tanpa pernah berperan 

membangun kedekatan sosial.5

Salah satu sumber yang relevan untuk diketahui adalah pandangan dari 

Islam. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu ada 

perdebatan pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, apakah 

sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Makkah ataukah sejak beliau di 

angkat sebagai Rasul Madinah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa 

dimulainya peradilan dalam Islam adalah  sejak Nabi Muhammad diangkat 

menjadi Rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di Madinah. 

Sejak itu banyak kegiatan peradilan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. 

Terutama hal-hal yang menyangkut penegakkan hukum kepada seluruh warga 

masyarakat. Pelaksanaan peradilan  oleh Rasulullah SAW.  

 

                                                           
5 Dodi Widodo Dkk,Menegakakn Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan 

Peradilan Bersih dan Bermartabat, (Jakarta: Komisi Yudisial Repblik Indonesia,2010). 
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Allah berfirman:  

فلا وربك ل يؤ  منو ن حت يحكمو ك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوافى أنفسهم 

5حر جا مما قضيت ويسلموا تسليم F

ا6  

Sejak turun perintah melalui ayat tersebut, mulai saat itulah Rasulullah 

melaksanakan tugasnya sebagai hakim, disamping tugas-tugas lain dalam 

bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah. 6F

7 

Islam sendiri sejak jaman Rasulullah hingga masa Umayyah dan 

Abbasiyah tetap menjadikan figur Khalifah (kepala pemerintah) sebagai 

sentral dalam berbagai kebijaksanaan, termasuk dalam wilayah yudikatif. 7F

8 

Tentu saja ada sejumlah pembaharuan dalam wilayah yudikatif namun 

sentralisasi dan serta intervensi eksekutif yang diwakili oleh para Khalifahnya 

tetap tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, terlihat jelas pada persoalan 

wewenang pengangkatan dan pengawasan hakim, walapun tidak bisa 

menafikan adanya semangat yang besar untuk menciptakan pengadilan yang 

jujur, bahkan mandiri. 

Di masa Rasulullah, sentralisasi memang tidak bisa dihindari akibat 

dari posisi eksekutif dan yudikatif yang menyatu di bawah pengaturan 
                                                           

6 An-Nisa (4): 65. 

7 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam 
Sistem Peradilan Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 77 

8 Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 
1970),  hlm 12. 
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Rasulullah. Meski demikian sejarah juga mencatat, bahwa Rasulullah juga 

mendelegasikan otoritas dan pengaturan wilayah yudikatif pada sejumlah 

Gubernur, berarti selain menjadi Gubernur (eksekutif) meraka juga menjabat 

sebagai Qadi.9

Menurut Rifyal Ka’bah bahwa syariat Islam tidak menentukan secara 

rinci kerangka organisasi al-qada. Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-

prinsip dasar, dan tujuan-tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan 

wewenang, tempat atau waktu, pengikut sertaan hakim yang lain di samping 

hakim utama dan lain-lain di serahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan 

masyaraka, dengan syarat itu semua harus memenuhi ketentuan hukum Islam 

yang sah.  Syariat Islam juga tidak menentukan secara baku tentang tingkatan 

peradilan, seperti tingkatan pertama, banding dan kasasi, tetapi dapat di atur 

berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya rasa 

keadilan.
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B. Pokok Masalah 

 

  

1. Bagaimana pandangan peradilan Islam terhadap kewenangan Komisi 

Yudisial? 

2. Bagaimana pandangan peradilan Islam terhadap tugas Komisi Yudisial? 

                                                           
9 Ibid., hlm. 14. 
 
10 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam 

Sistem Peradilan Islam., hlm. 71. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tugas Komisi 

Yudisial dalam mengawasi hakim perspektif peradilan Islam. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara akademis menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang peradilan Islam. 

b. Secara praktis untuk memberikan masukan kepada Komisi Yudisial 

berkaitan dengan wewenang pengwasan hakim. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam pengamatan penulis pembahasan tentang Konisi Yudisial, baik 

berupa artikel maupun buku-buku yang membahas tentang Komisi Yudisial 

mayoritas hanya membahasa tentang relevansi kehadiran Komisi Yudisial 

dalam sistem peradilan di Indonesia. Peneliti telah melakukan beberapa 

penelitian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari 

kesamaan dalam penelitian agar tidak terjadi pengulangan dalam penulisan 

karya. 

Dari beberapa karya tersebut peneliti telah menemukan beberapa 

kesamaan, seperti dalam tulisan karya Zulkifli dalam skripsinya yang bejudul 

“Komisi Yudisial Perspektif Hukum Islam”, karya tersebut menjabarkan 

tentang pandangan peradilan Islam terhadap Komisi Yudisial tentang 

pengangkatan dan pengawasan hakim, namun tidak secara spesifik 
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menjabarkan tentangn wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam prosedur 

penanganan terhadap hakim yang .11

Adapun satu buku yang cukup terkait erat dengan kajian skripsi ini 

adalah buku saku “ Komisi Yudisial Republik Indonesia” yang berjudul 

Komisi Yudisial untuk Keadilan yang ditulis oleh tim dari Komisi Yudisial 

sendiri. Dalam buku saku tersebut dikaji secara cukup mendalam perihal 

Komisi Yudisial yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari sejarah lahirnya 

Komisi Yudisial sampai format laporan pengaduan yang kesemuanya terdiri 

dari 55 bab. Namun demikian dari kesemua bab tersebut tidak ada yang 

menyinggung tentang kriteria sanksi terhadap para hakim yang menyalahi 

prosedur dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan alat bukti 

yang cukup namun dinyatakan bebas dan sejarah pengawasan para hakim 

dalam hukum Islam.yaitu buku Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat 

Dalam Islam pengarang DR. Samir Alihay.
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E. Kerangka Teoritik 

 

 

Dalam menganalisis persoalan yang telah dirumuskan di atas, penulis 

akan mempergunakan kerangka pemikiran sebagai landasan teori. 

1. Teori Pengangkatan dan Pengawasan Hakim 

Seorang hakim sangat dikaitkan dengan kewajiban seorang imam  

atau khalifah, artinya seorang khalifahlah yang bertanggung jawab akan 
                                                           

11 Zulkifli, Komisi Yudisial Perspektif Hukum Islam, ( Yogyakarta,2004). 
 
12 Komisi yudisial, Komisi Yudisial Untuk keadilan, (Jakarta, 2010). 
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hadirnya seorang hakim. Tentu saja ide ini didasarkan akan kesepakatan 

mereka atas wewenang khalifah di wilayah yudisial. 

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Mawardi, bahkan ia 

menambahkan bahwa wajib bagi seorang khalifah untuk mempercayakan 

jabatan hakim pada seseorang, karena hal tersebut merupakan bagian dari 

kewajiban dan kewenangannya. 

Tidak jauh berbeda, Al-Hilli, seorang ulama dari mazhab Syafi’I 

juga berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang imam untuk 

mengangkat seorang hakim atau qadi di sebuah negara manakala belum 

ada seorang hakim atau qadi, dan jika masyarakat di negara tersebut 

menolak pengangkatan hakim maka mereka akan berdosa semua. 

Namun demikian prosedur pengangkatan hakim secara garis besar 

dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, langsung oleh khalifah. Kedua, 

melalui pendelegasian. Metode yang pertama ini dilakukan oleh 

Rasulullah dan para khalifah awal periode Islam khususnya al-

khulafaurasyidin. Lebih lanjut pemerintahan Islam, terlebih di bawah 

kekuasaan Abasiyah tercatat membentuk lembaga khusus yang bertugas 

untuk mengurusi masalah pengangkatan dan pengawasan para hakim atau 

qadi. Perihal pengangkatan dan pengawasan hakim atau qadi tidak boleh 

dilaksanakan kecuali atas kewenangan khalifah. Jikalaupun ada 

pendelegasian, maka hal tersebut mestilah melalui persetujuan khalifah 

atau dengan kata lain bahwa pendelagasian urusan peradilan. 
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2. Maslahat Mursalah 

Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalam 

teks syar’i, baik teks berupa anjuran mengapresiasi penggunaannya 

maupun anjuran untuk mengabaikannya. Sebagai contoh adalah 

kemaslahatan yang terdapat dalam hukuman penjara, pengadaan mata 

uang dan lain-lain.13

Kemaslahatan semisal ini belum pernah disinggung-singgung teks 

dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis, baik berupa anjuran maupun larangan 

penggunaannya. Namun, karena keberadaannya sangat diperlukan untuk 

kepentingan penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh para 

juris Islam sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengambilan keputusan 

hukum. Para juris Islam bisa dikatakan berkesepahaman bahwa ranah 

penggunaan dalil maslahah mursalah ini adalah persoalan-persoalan sosial 

kemasyarakatan atau dalam istilah fiqh-nya, mu’alamat/’adat. Dalam 

ranah mu’amalah penelusuran aspek kemaslahatan menjadi sangat 

bermakna lantaran hukum Tuhan sesungguhnya tidak turun kecuali untuk 

kepentingan kemaslahatan tersebut.

 

14

                                                           
13 Abdul al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul Al-Fiqh, cet. Ke-12 ( Mesir: Dar al-‘im, 1978), 

hlm. 84. 

 

14 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat, cet. Ke-1 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48-49 
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Maslahat mursalah sebagai landasan hukum menempati posisi 

yang kuat karena jumhur ulama muslimin bersepakat bahwa Maslahat 

mursalah dapat dijadikan hujjah syari’ah atau sumber ketetapan hukum. 

Sesuatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya baik di dalam 

nash, ijma, qiyas ataupun istihsan sekalipun, tetap saja mengandung 

ketetapan hukum yang dapat ditimbang melalui kandungan 

kemaslahatannya. Prinsip maslahat mursalah pada dasarnya sesuai dengan 

prinsip hukum syara’ itu sendiri mewujudkan kemaslahatan manusia, 

dengan memberikan kemanfaatan bagi mereka dan menghindari dari 

kemudharatan serta kesulitan sehingga dengan demikian ia dapat dijadikan 

landasan dalam menetapkan sebuah hukum.15

Ada dua macam maslahat, pertama maslahat yang disyariatkan 

syara’ dan diperlihatkan oleh syara’ bentuk dan wujudnya, dan dinamakan 

maslahat al-mu’tabarah semisal menjaga kehidupan manusia, yang 

dicontohkan oleh syara’ dengan ketetapan qisas bagi para pembunuh yang 

sengaja, kemudian menjaga harta (properti) manusia, dengan ketetapan 

pemotongan tangan bagi para pencuri, serta menjaga kehormatan manusia 

dengan ketentuan rajam bagi para pezina. Namun demikian ada juga 

maslahat yang dituntut oleh kondisi lingkungan sekitar yang belum ada 

contoh bentuk dan wujudnya oleh syara’, sehingga belum ada ketetapan 

hukumnya, semisal maslahat yang terkandung pada pembuatan penjara, 

 

                                                           
15 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul fiqh., hlm., 85 
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penarikan pajak, ataupun memberikan hak atas sebuah lahan pertanian 

kepada orang yang membukakan dan mengelolanya.16

F. Metode Penelitian 

 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 

yaitu suatu jenis penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, 

mengklasifikasi, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber pustaka. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik17. Deskriptif adalah 

metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, 

sedangkan analitik adalah metode yang menguraikan sesuatu dengan 

cermat dan terarah.18

3. Pendekatan Masalah 

 

a. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang berkaitan dengan konsep 

sejarah, dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan hakim oleh 

Komisi Yudisial dan sejarah peradilan Islam. 

                                                           
16 Ibid., hlm. 84. 

17 A. Bakker dan A. Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, hlm. 54. Lihat juga 
Suryono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI press, 1986). hlm. 9-10. 

18 Muhammad Nazir, Metode Penelitan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 63. 
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b. Pendekatan Normatif, yaitu telaah kritis terhadap konsep, fungsi dan 

wewenang Komisi Yudisial persepektif peradilan  Islam berdasarkan 

nas-nas al-Quran dan al- hadis dan Ushul Fiqh. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Adapun 

dalam pembahasan dan penulisan kesimpulan digunakan metode indiktif. 

Penulis berangkat dari komisi yudisial dan kemaslahatannya kemudian 

diteliti dan akhirnya diharapkan memperoleh kesimpulan yang benar. 

Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan yang kemudian dilihat 

dari hukum Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab: 

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangkat teoritik, metode penelitan dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah bab yang membahas tentang sejarah pengawasan 

peradilan Islam. 

Bab ketiga, adalah bab yang membahas tentang Komisi Yudisial dan 

pengangkatan hakim. 

Bab keempat, adalah bab yang membahas tentang Komisi Yudisial 

dalam mengawasi hakim perspektif peradilan Islam. 
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Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

1. Wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim untuk menjaga 

dan menegakkakn koehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku 

hakim. Salah satu faktor rendahnya mentalitas dan moralitas haikm 

karena para hakim terbebas dari pengawasan yang efektif. Dengan kata 

lain lemahnya pengawasan terhadap hakim dapat mendorong hakim 

bisa berbuat apapun, apalagi yang menguntungkan dirinya. Karena itu 

diperlukan peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. 

Supaya hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan 

dan memberi jalan kepada orang-orang yang mencari keadilan. 

2. Melihat tugas yang dilakukan oleh  Komisi Yudisial dalam 

menegakkan kekuasaan kehakiman meliputi pengawasan dan 

pengangkatan hakim agung, dan menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sesuai dengan fungsi 

lembaga Hisbah dalam sejarah peradilan Islam. 
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B. Saran-saran 

1. Dari pendekatan yang dilakukan oleh penulis tentang Komisi Yudisial, 

khususnya dalam semangat pendiriannya telah memenuhi semua 

kategori Maslahah Muasahah. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia, 

khususnya umat Islam duharapkan mendukung kehadiran Komisi 

Yudisial. 

2. Komisi Yudisial memegang peranan penting dalam menyeleksi hakim 

agung, maka yang harus diperhatikan adalah calon hakim yang dipilih 

adalah hakim yang bener-bener bisa bertanggungjawab kepada 

provesinya sebagai hakim agung. 

3. Penulis mengharapkan adanya kajian lanjut dan lebih mendalam 

mengenai Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim khususnya 

masalah pengangkatan, pemberhentian  dan penjatuhan sanksi yang 

dilakukan oleh komisi Yudisial khususnya peradilan pada hukum 

Islam yang bener-bener Valid dan credible. 
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Lampiran I 
HALAMAN TERJEMAHAN 

 
BAB I 

 
Halaman Foot Note Terjemahan 
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Maka demi Tuhanmu, Mereka tidak beriman sebelum 
mereka menjadikan engkau (Muhammad), sebagai 
hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, 
(sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam 
hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, 
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. 
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Halaman Foot Note Terjemahan 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 
 
 
 
 
 

30 
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36 
 
 
 
 
 

39 
 

Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW mengutus 
mu’azd pergi ke Yamana. Beliau berkata: bagaimana 
kamu memutuskan hukum dalam suatu perkara? 
Mu’azd menjawab: saya akan memutuskan dengan 
Kitab Allah (Al-qar’an): apabila kamu tidak 
menemukannya dalam Al-qar’an? Mu’azd menjawab: 
maka denga sunnah Rasul/hadist. Apabila tidak 
menemukannya dalam sunnah? Mu’azd menjawab; 
saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. 
(tanpa tergesa-gesa) 
Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah 
perang dari Allah dan rasulNya. Tetapi jika kamu 
bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. 
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak 
dizalimi (dirugikan). 
 
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara 
keduannya, maka kirimlah seorang juru damai dari 
keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari 
keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
member taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah 
Maha mengetahui dan Maha teliti. 
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Lampiran II 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2011 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 

TENTANG KOMISI YUDISIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang :  a.  Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara 

hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam 

usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui 

pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, 

martabat serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan 

keadilan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c. Bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 
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Yudisial sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum  masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 

tentang perubahan atas Undang-Undang No 22 tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial; 

Mengingat:     1.  Pasal 20, pasal 24, pasal 24A, dan pasal 24B Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4415); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG 

KOMISI YUDISIAL. 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

3. Dewean Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah 

Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

5. Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan 

6. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
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perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan 

kemasyarakatan di luar kedinasan. 

7. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan 

memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman 

Perilaku Hakim. 

8. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 13 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah 

Agung; 

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim; 

c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama 

dengan Mahkamah Agung; dan 

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman 

Perilaku Hakim 

Pasal 20 

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai Tugas: 

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran 

Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; 
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c. Melakuakan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

secara tertutup; 

d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 

kehormatan dan keluhuran martabat hakim; 

Pasal 22D ayat 1 

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22C huruf a, Komisi 

Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan 

pelanggaran kepada Mahkamah Agung; 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 

1985 

TENTANG MAHKAMAH AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang:   a.  Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor  5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 

ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang Tentang 
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perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung; 

Mengingat:   1. Pasal 20, pasal 21, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 25 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 8, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4358); 

 

Dengan Persetujua Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: 
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Menetapkan: UNUDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 

TENTNAG MAHKAMAH AGUNG. 

Pasal 7 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6B harus mempunyai syarat: 

a. Hakim karier 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa; 

3. Berijaza magister dalam bidang hukum dengan dasar sarjan hukum 

atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 

4. Berusia sekurang-kurangnya 45(empatpuluhlima) tahun; 

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban; 

6. Berpengalaman paling sedikit 20(duapuluh) tahun menjadi hakim, 

termasuk paling sedikit 3(tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan 

7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat 

melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

b. Nonkarier 

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 

2, angka 4, dan angka 5; 

2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum 

paling sedikit 20(duapuluh) tahun; 
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3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana 

hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 

dan 

4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau 

lebih; 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang:  a.  Bahwa kekauasan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan 

yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan 

tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan; 

b.  Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan 

penataan sistem peradilan yang terpadu; 

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 

Mengingat:  pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B. Pasal 24C 

dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN 

KEHAKIMAN 

 

BAB I 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
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2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. 

7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 

8. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. 

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki 

keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya di atur dalam Undang-

Undang. 
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Pasal 39 

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelanggaraan peradilan pada semua 

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 

Agung 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah 

Agung melakukan pengawsan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas 

administrasi dan keuangan; 

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah 

Agung 

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara  

Pasal 40 

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi 

Yudisial 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

Pasal 41 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: 
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a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan; 

b. Berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan 

c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. 

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; 

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 

(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

dan Pasal 40 diatus dalam Undang-Undang; 

Pasal 42 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi 

untuk melakukan mutasi hakim; 
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PERATURAN BERSAMA 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DAN  

KOMISI YUDISIAL 

TENTANG 

PANDUAN PENEGAKKAN KODE ETI DAN PEDOMAN PERILAKU 

HAKIM 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan 

pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam keputusan 

bersama ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial 

Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009- 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu 

menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakkan Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Mengingat: 1. Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250); 

5. Keputusan Bersama Ketua MAhkamah Agung dan ketua Komisi 

yudisial Nomor 47/KMA/SKB/I/2009-02/P.KY/IV/2009 tentang 

Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim juncto Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 

2012 

Memperhatikan: Hasil Rapat Plano Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang 

dibentuk berdasarkan: 

1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah 

Agung 

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 

tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam 

rangka kerja sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI; 
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3. Surat Keputsan Ketua Mahkamah Agung Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 

tentang pembentukan tim Asistensi Mahkamah Agung RI dalam rangka 

kerja sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI 

4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor 5/KEP/.KY/I/2012 tentang 

pembentukan tim penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi 

Yudisial dalam kerangka kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah 

Agung; 

5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor 6/KEP/P.KY/I/2012 tentang 

Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama 

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATUARAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE 

ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM. 

Pasal 5 ayat 1 

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa 

semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntunan 

yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi 

kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh 

karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan 
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yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus 

selalu berperilaku adil denagn tidak membeda-bedakan orang; 

Pasal 19 ayat 5 

Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan 

pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan 

pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung; 
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